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ABSTRAK 

Pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana yang telah disahkan 

menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 sebagai pengganti KUHP yang lama. Sejumlah 

ketentuan tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP lama dikodofikasi 

ke dalam KUHP yang baru. Salah satu ketentuan tindak pidana yang dicabut adalah 

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini menjadi pasal 603 KUHP 

Nasional. Dengan demikian munculnya konflik norma pada penelitian ini yaitu 

pada pasal 603 KUHP Nasional secara tertulis memang mengalami penurunan 

pemidanaan mengenai batas minimal pidana penjara dan denda bagi pelaku tindak 

pidana korupsi, maka dalam penelitian ini menjadikan rumusan masalah, 1) 

Bagaimana Ratio Legis pada Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 2 Ayat (1) 

Undang-Undang Tipikor terhadap pelaku tindak pidana korupsi?, 2) Bagaimana 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam?. 

Dalam penyusunan kepenulisan ini menggunakan metode normatif dengan 

menggunakan teknik library research  atau disebut dengan studi kepustakaan. 

Sumber yang didapatkan oleh penulis dengan cara mengumpulkan dan 

mengelompokkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk jurnal ilmiah, artikel, buku. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan penelitian yang 

meliputi pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach). 

Ratio legis pemidanaan dalam Pasal 603 KUHP Nasional dan Pasal 2 ayat 

(1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berangkat dari arah 

kebijakan hukum pidana yang sama-sama mengadopsi teori pemidanaan gabungan 

jika ditinjau melalui teori pemidanaan, namun dengan penekanan bobot yang 

berbeda antara Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dengan penekanan pada 

sanksi berat yang lebih dominan mencerminkan pendekatan retributif untuk 

menimbulkan efek jera serta melindungi keuangan negara, sedangkan Pasal 603 

KUHP Nasional disusun dalam kerangka kodifikasi hukum pidana yang lebih 

menekankan proporsionalitas dengan bobot utilitarian yang lebih kuat. Sehingga 

UU Tipikor tetap dianggap sebagai hukum pidana khusus dengan pemidanaan  yang 

lebih tegas untuk melindungi kepentingan publik dan keuangan negara. Dilihat dari 

hukum Islam korupsi dipandang sepadan dengan perbuatan ghulūl, khiyānah, dan 

risywah karena melibatkan penyalahgunaan amanah dan merugikan kepentingan 

publik. Oleh karena itu, dalam pemidanaan takzir, penerapan denda, pengembalian 

kerugian negara, serta pencabutan hak politik dipahami sebagai bentuk pemidanaan 

yang sebanding untuk memberikan efek jera, dan menjaga harta. 

Berdasarkan uraian diatas mengenai penurunan pemidanaan pada peratuan 

tindak pidana korupsi untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih 

mendalam terkait analisis pada implikasi kebijakan penurunan ancaman pidana 

dalam KUHP Nasional terhadap konsistensi pemberantasan korupsi sebagai 

kejahatan luar biasa, sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai 

efektivitas dan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.  
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